SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 155 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 221 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN
PADA UNIT PELAYANAN TERPADU PUSKESMAS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian
Kesehatan Nomor HK.02.02/1/2875/2020 tentang
Besaran Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test,
maka perlu menyesuaikan tarif pelayanan
kesehatan Pemeriksaan Rapid Test pada Lampiran
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 221 Tahun
2019 tentang Tarif Pelayanan pada Unit
Pelayanan Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan
yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran
2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 221 Tahun
2019 tentang Tarif Pelayanan pada Unit
Pelayanan Teknis Puskesmas Dinas Kesehatan
yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran
2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 2355);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun
2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan
Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1392);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun
2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun
2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1287);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun
2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 1676);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
25);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3
Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 34);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun
2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) Unit Pelayanan Terpadu
Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah
Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2019 Nomor 89);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun
2019 tentang Standar Pelayanan Minimal pada
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan



Menetapkan

Masyarakat Kurau Kabupaten Tanah Laut (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019
Nomor 90);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 94 Tahun
2019 tentang Standar Pelayanan Minimal pada
Unit Pelaksana  Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2019 Nomor 94);

23. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang
Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tajau Pecah
Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 95);

24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun
2019 tentang Standar Pelayanan Minimal pada
Unit Pelaksana = Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat Angsau Kabupaten Tanah Laut (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019
Nomor 96);

25. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor
188.45/738-KUM /2019 tentang Penetapan Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
Kurau, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat Bati-Bati, Unit Pelaksana Teknis
Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau, dan Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
Tajau Pecah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH
LAUT NOMOR 221 TAHUN 2019 TENTANG TARIF
PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU
PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH
LAUT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal l

Mengubah tarif pelayanan kesehatan Pemeriksaan Rapid Test pada
Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 221 Tahun 2019
tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelayanan Terpadu Puskesmas Dinas
Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Yang Menerapkan Pola Pengelolaan



Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 223) menjadi

sebagai berikut:

Tarif Baru Bahan Jasa Jasa
No. Jenis Pelayanan (Rp.) (Rp) Pelayanan Sarana Ket.
' (Rp) (Rp)
1. | Pemeriksaan Rapid Test | 140.000,00 |{110.000,00| 20.000,00 [ 10.000,00
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIRIAL, S¥, MH

NIP. 19750203 199903 2 008

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 13 November 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

Ditetapkan di Pelaihari

pada tanggal 13 November 2020

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Ttd

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 155




